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ABSTRAK 
Abstrak: Program pengabdian ini memfokuskan pada peningkatan kompetensi riset dan 

analisis hukum para advokat muda pada Perkumpulan Rumah Muda Integritas dalam 

menyusun legal opinion untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi. 

Program ini dilatarbelakangi kondisi bahwa advokat muda tersebut masih baru dilantik dan 

kurang memiliki pengalaman dalam menyusun legal opinion yang berkualitas. Tujuan dari 

penyelenggaraan pengabdian hukum ini agar advokat muda memiliki kemampuan hardskill 

berupa peningkatan pengetahuan dan praktik menyusun legal opinion yang berkualitas. 

Metode pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode M3R, yaitu: musyawarah dan 

rencana program, realisasi atau pelaksanaan program, dan rawat (evaluasi dan monitoring 

program) dengan mitra pengabdian Rumah Muda Integritas dengan jumlah peserta sebanyak 

20 orang. Hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman para peserta terkait 

penyusunan legal opinion berbasis riset dengan peningkatan pemahaman sebesar 11% 

(kuantitatif) berdasarkan analisis terhadap nilai pretest dan posttest. Hasil pengabdian secara 

kualitatif berupa peningkatan pemahaman peserta mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan legal opinion, seperti: pengertian, ruang lingkup, urgensi legal opinion bagi 

penegakkan hukum; urgensi riset, penalaran dan komunikasi hukum dalam menyusun legal 

opinion. Selain itu, memiliki kemampuan menyusun legal opinion sesuai dengan struktur dan 

format legal opinion yang berkualitas, dan mampu menyusun legal opinion berdasarkan kasus-

kasus hukum publik dan privat secara baik. 

 

Kata Kunci: Pelatihan; Pendapat Hukum; Advokat. 

 

Abstract: This community service program focuses on improving the research and legal 
analysis competencies of young advocates at the Rumah Muda Integritas Association in 
drafting legal opinions to resolve legal issues they face. This program is motivated by the fact 
that these young advocates are newly appointed and lack experience in drafting high-quality 
legal opinions. The objective of this legal service program is to equip young lawyers with the 
necessary hard skills, including enhanced knowledge and practical experience in drafting high-
quality legal opinions. The service program employs the M3R method, which consists of: 
consultation and program planning, program implementation, and evaluation and monitoring 
of the program, in collaboration with the Rumah Muda Integritas service partner, with a total 
of 20 participants. The outcome of this service program is an increase in participants' 
understanding of research-based legal opinion drafting, with a 11% improvement (quantitative) 
based on analysis of pretest and posttest scores. The qualitative results of the community 
service program include an improvement in participants' understanding of theories related to 
legal opinions, such as: the definition, scope, and urgency of legal opinions for the enforcement 
of law; the urgency of research, reasoning, and legal communication in drafting legal opinions. 
In addition, they must have the ability to draft legal opinions in accordance with the structure 
and format of high-quality legal opinions, and be able to draft legal opinions based on public 
and private legal cases. 
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A. LATAR BELAKANG 

Profesi advokat merupakan profesional hukum yang memberikan 

konsultasi, pendampingan, dan perwakilan dalam proses peradilan bagi 

klien yang dibelanya berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Saputra & Najih, 2022). Profesi 

advokat ini merupakan profesi penegak hukum yang terhormat “officium 

nobile” (Endira, 2022), yang tergabung dalam organisasi-organisasi advokat 

(Sihombing, 2024).  Officium nobile memiliki makna sebagai pekerjaan yang 

luhur dan mulia dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat 

(Raharjo & Sunarnyo, 2014). 

Pekerjaan advokat ini menekankan pada profesionalisme, tanggung 

jawab, moralitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

(Syamsuddin & Asmar, 2022). Peran profesi advokat dalam menyelesaikan 

masalah-masalah hukum yang dihadapi klien-nya mengharuskan advokat 

memiliki kesadaran, komitmen dan tanggungjawab yang kuat dalam 

memberikan pendapat hukum, nasehat hukum, analisis hukum, dan 

bantuan hukum litigasi maupun non litigasi (Setiawan, 2019), tanpa melihat 

latar belakang pendidikan, perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, 

keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya (Manurung, 2019). 

Advokat harus profesional dalam menyelesaikan permasalahan hukum 

kliennya (Indriani et al., 2025), agar terwujud penegakan hukum yang 

berkeadilan (Laksono, 2021). Salah satu tugas advokat adalah memberikan 

pendapat hukum terhadap kasus tertentu yang diinginkan kliennya. 

Penyusunan legal opinion yang berkualitas untuk menyelesaikan masalah 

hukum merupakan tugas yang kompleks membutuhkan kemampuan yang 

baik, hal ini juga dialami oleh para advokat muda yang tergabung dalam 

perkumpulan Rumah Muda Integritas (RMI) (Mukhtar & Lailam, 2023). 

Sebagai seorang yang baru menjadi advokat (advokat muda), keberadaan 

pelatihan legal opinion yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting.  

Pelatihan legal opinion ini dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan 

mitra (Mukhtar & Lailam, 2023), dalam kasus ini seperti: pertama, para 

advokat muda belum memiliki pemahaman analisis dan riset yang 

profesional dan berkualitas dalam menyusun legal opinion terhadap kasus-

kasus yang spesifik dan rumit. Kedua, masih memiliki kekurangan 

pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan riset dan analisis hukum 

melalui penggunaan metodologi penelitian dan studi kasus dalam 

penyusunan legal opinion. Ketiga, masih perlu diperkuat kapasitas advokat 

muda untuk merumuskan pendapat hukum yang kuat, termasuk struktur 

dan substansinya. Selain itu, persoalan lain terkait dengan ekspektasi klien 

dalam menyelesaikan masalah (Julaswad et al., 2025) 

Program pengabdian ini sangat penting, sebagaimana hasil penelitian 

Retnowati (2022) bahwa legal opinion memiliki peran dalam menyelesaikan 

kasus atau perbuatan melawan hukum, baik kasus hukum perdata maupun 

pidana. Legal opinion menjadi salah satu alternatif mudah dan murah yang 
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dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum atau menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah 

hukum yang sedang dialami (Julaswad et al., 2025). 

Selain itu, hasil penelitian dari Herowati Poesoko dan Anak Agung 

Sagung Laksmi Dewi menunjukkan bahwa legal opinion merupakan metode 

penyelesaian masalah hukum yang dalam penyusunannya bergantung pada 

kedalaman pengetahuan bidang hukum yang akan ditemukan dan 

pendekatan analisis yang digunakan (Poesoko & Dewi, 2020). Oleh karena 

itu, peran pendapat hukum dalam struktur lapisan ilmu hukum dapat 

bermanfaat Retnowati (2022) sebagai metode dalam mengembangkan 

hukum praktis dan teoretis. Selain itu, tugas ini merupakan bentuk peran 

advokat dalam mendorong the rule of law system (Solikin & Rohmatullah, 

2022), dan sistem hukum di Indonesia yang lebih baik (Zulaihaa et al., 2023). 

Tujuan pengabdian hukum ini ini agar advokat muda memiliki 

kemampuan hardskill berupa peningkatan pengetahuan mengenai teori-

teori legal opinion, seperti: ruang lingkup, urgensi dalam penegakkan hukum; 

urgensi riset, penalaran dan komunikasi hukum dalam menyusun legal 

opinion, dan struktur legal opinion. Selain itu, agar advokat muda mampu 

menyusun legal opinion yang berkualitas berbasis pada analisis dan riset 

hukum yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif. 

 

B. METODE PELAKSANAAN 

Mitra pengabdian ini adalah perkumpulan Rumah Muda Integritas yang 

disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010717.AH.01.07. Tahun 2022. 

Perkumpulan ini beranggotakan para aktivis muda yang berprofesi sebagai 

advokat atau paralegal yang berjumlah sekitar 20 orang. Kehadiran RMI 

diharapkan dapat menumbuhkan semangat kaum muda untuk lebih 

memahami kontribusinya dalam pembangunan hukum melalui diskusi, 

seminar, advokasi, dan kegiatan lainnya. 

Program pengabdian hukum diselenggarakan dengan metode workshop 

yang memfokuskan pembelajaran pada praktik langsung dan interaksi aktif 

antara peserta. Selain itu, Para peserta yang memiliki latar belakang profesi 

advokat lebi sesuai dengan pendekatan kasus dalam penyampaian materi 

oleh narasumber. Adapun kegiatan pengabdian hukum ini dilakukan dengan 

beberapa tahapan (Lailam, et al., 2021). 

1. Pra Kegiatan. Pra kegiatan dilakukan dengan musyawarah mufakat 

antara tim pengabdi dan mitra dalam menentukan bentuk 

pelaksanaan dan evaluasi program, disepakati waktu pelaksanaan 

dan narasumber. 

2. Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan realisasi pengabdian, 

berupa pelatihan legal opinion diselenggarakan selama 1 hari dengan 

narasumber akademisi dan praktisi bidang hukum; 
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3. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi berupa program rawat/monitoring dan 

evaluasi. Rawat terbagi kedalam dua kegiatan, monitoring dan 

evaluasi. Monitoring dilakukan oleh tim pengabdi pada saat 

pelaksanaan kegiatan pelatihan legal opinion dan evaluasi dilakukan 

untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kemampuan para 

advokat dalam menyusun legal opinion melalui penilaian pretest dan 

posttest. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahapan Pra Kegiatan 

Tahapan pra kegiatan dilakukan dengan metode musyawarah dan 

rencana program merupakan media untuk menyusun dan menyepakati 

program yang telah direncanakan sebelumnya, mulai waktu pelaksanaan, 

narasumber, media yang digunakan, dan administrasi lainnya. Dalam proses 

musyawarah rencana program disepakati pembagian materi setiap 

narasumber, khususnya berkaitan dengan legal opinion terkait kasus hukum 

privat dan publik, baik perdata, pidana, pertanahan dan lainnya. 

 

2. Tahap Pelaksanan Program 

Pelatihan penyusunan legal opinion ini menggunakan pendekatan kasus-

kasus hukum dengan penyampaian melalui diskusi-diskusi agar peserta 

lebih mudah menyampaikan persoalan-persoalan/kendala yang dihadapi 

dalam penyusunan legal opinion selama ini (Lailam & Darumurti, 2021). 

Metode pelatihan ini menggabungkan diskusi informal telah dikembangkan 

untuk mendorong partisipasi dan perhatian yang lebih intens dari para 

peserta (Mukhtar & Lailam, 2023). Selain itu, sharing pengetahuan dan 

pengalaman antar peserta merupakan pendekatan utama dalam pelatihan 

ini. 

Pelatihan penyusunan legal opinion diselenggarakan pada tanggal 22 

Mei 2025 dengan menghadirkan 2 orang narasumber dan 20 orang peserta 

aktif yang berasal dari advokat muda dan paralegal alumni Universitas 

Muhamadiyah Yogyakarta. Metode pelatihan ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme advokat muda 

dalam menyusun legal opinion untuk menguraikan dan menyelesaikan 

permasalahan hukum yang dihadapi, seperti terlihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pelatihan Legal Opinion, 22 Mei 2025 
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Advokat memiliki peranan dalam memberikan bantuan hukum baik 

dalam kasus-kasus pidana, perdata/ bisnis, tata usaha negara, termasuk 

persoalan-persoalan pembuatan kebijakan hukum. Pemberian bantuan 

hukum oleh advokat mencakup perumusan pendapat hukum (legal opinion) 

dan audit hukum (legal audit). Istilah “legal opinion” dikenal dalam sistem 

hukum Common Law (Anglo Saxon), yang merupakan hasil analisis atau 

riset terhadap suatu masalah hukum Priyono & Benuf (2020) yang berbentuk 

sekumpulan dokumen tertulis. Program pelatihan yang dilakukan dengan 

menggunakan materi pelatihan yang lebih komprehensif, yang meliputi:  

a. Pengertian dan ruang lingkup legal opinion 

Legal opinion dibuat oleh advokat setelah melakukan uji tuntas 

terhadap entitas persoalan hukum yang sedang diselesaikannya 

(Nurrahmah, 2023). Hasil legal opinion ini digunakan sebagai 

petunjuk bagi klien ketika menghadapi permasalahan hukum atau 

membuat kebijakan hukum tertentu (Retnowati, 2022). Selain itu, 

legal opinion juga berperan dalam struktur lapisan ilmu hukum dapat 

berguna sebagai metode dalam mengembangkan hukum praktis 

(Poesoko & Dewi, 2020). 

b. Urgensi legal opinion bagi penegakkan hukum dan pembuatan 

kebijakan yang adil. Legal opinion bertujuan untuk menjabarkan 

suatu kontekstual hukum baik implisit maupun eksplisit (Sitorus, 

2018). Pendapat hukum merupakan analisis hukum atas 

permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak yang berkaitan 

dengan fakta-fakta yang ada (Rahmatullah, 2018). Namun, perlu 

dicatat bahwa pendapat hukum dari advokat tidak menjamin 

keberhasilan klien dalam sengketa hukum di pengadilan (Firdaus, 

2023), selain itu pendapat hukum tersebut dapat membantu 

menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi klien. 

c. Peran Advokat dalam menyusun legal opinion. Pendapat hukum 

seorang advokat bisa saja keliru, sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan hukum. Hal ini tidak diragukan lagi perihal yang 

disebabkan oleh fakta bahwa pendapat hukum sebagian besar 

ditentukan oleh kebenaran fakta yang diberikan oleh klien. Sehingga 

penting untuk diketahui bahwa seorang advokat dapat memiliki 

pendekatan atau penafsiran yang berbeda terhadap hukum dan kasus 

yang sama, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penafsiran 

hukum atas peraturan yang tidak jelas. 

d. Urgensi riset hukum dalam menyusun legal opinion. Penelitian 

hukum merupakan langkah yang komprehensif ketika akan 

menyusun legal opinion. Penelitian hukum bertujuan mengungkap 

kebenaran hukum dari kasus-kasus yang akan akan dianalisis. 

Tujuan penelitian dalam menyusun legal opinion adalah menguraikan 

kepastian hukum yang adil dan memberikan solusi atas permasalahan 

hukum yang terjadi. 
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e. Penalaran hukum dalam legal opinion. Dalam penyusunan legal 

opinion, seorang advokat harus melakukan penalaran hukum 

terhadap kasus yang akan dianalisis dan dibuat legal opinion-nya. 

Penalaran hukum ini dilakukan untuk melakukan konstruksi 

terhadap fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur, kedua hal tersebut dianalisis dan menghasilkan 

kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Komunikasi Hukum dalam legal opinion. Dalam penyusunan legal 

opinion, komunikasi hukum antar advokat dan klien harus efektif 

dengan bahasa yang jelas dan terstruktur berbasis pada data dan 

fakta hukum. Artinya dalam komunikasi hukum harus benar-benar 

menghasilkan kebenaran hukum sebagai dasar untuk membuat legal 

opinion.  

g. Etika dan profesionalisme advokat dalam  menyusun legal opinion 

Dalam penyusunan legal opinion, kualitas pendapat hukum 

bergantung pada keahlian dan kompetensi advokat yang membuatnya. 

Jika advokat terbukti kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

terhadap kasus yang diselesaikan, maka legal opinion yang diberikan 

dapat dianggap kurang tepat dan akurat. Bahkan dalam kasus-kasus 

tertentu, ketidakprofesionalan advokat yang memberikan pendapat 

hukum karena dilatarbelakangi kepentingan pribadi/ tertentu yang 

berpotensi mengganggu objektivitas pendapat hukum yang diberikan 

(Mulkan, 2019). 

h. Struktur dan format legal opinion. Struktur dan format legal opinion 

meliputi: (1) Pendahuluan, sub bab ini mengandung paparan 

mengenai persoalan hukum berupa validitas fakta-fakta hukum yang 

terjadi; (2) Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sub 

bab ini menjelaskan runtutan analisis peraturan yang berkaitan 

dengan persoalan hukum yang sedang diselesaikan. (3) Analisis dan 

Solusi. Analisis hukum bertujuan untuk menguraikan persoalan dan 

solusi yang ditawarkan oleh seorang Advokat, advokat dapat 

memberikan beberapa alternatif solusi; (4) Kesimpulan berisi hasil 

akhir dari legal opinion, dan solusi terbaik yang diberikan. 

i. Strategi menyusun legal opinion yang berkualitas 

Menyusun legal opinion membutuhkan kemampuan advokat yang 

baik, yang penyusunannya dilakukan secara logis, sistematis, dan 

dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil penelitian/ analsisis. 

Legal opinion yang berkualitas mampu memberikan kepastian 

hukum, kejelasan risiko, dan rekomendasi strategis yang bermanfaat 

bagi klien atau pengambil keputusan. Strategi yang baik dalam 

menyusun legal opinion sesuai dengan paparan pada point a-h di atas. 

j. Analisis kasus dan penugasan penyusunan legal opinion 

Peserta yang merupakan advokat muda diberikan penugasan berupa 

kasus-kasus oleh tim pengabdi, dan kemudian peserta tersebut 
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mengerjakan secara berkelompok. Hasil tugas kelompok tersebut 

dipaparkan dihadapan peserta lainnya. 

 

3. Rawat (Monitoring dan Evaluasi) 

Kegiatan rawat (monitoring dan evaluasi) merupakan dua kegiatan yang 

saling terkait. Monitoring dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan 

program pengabdian, sementara evaluasi dilaksanakan setelah program 

selesai. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui metode diskusi interaktif 

antara penyelenggara dan peserta dengan panduan yang telah ditentukan. 

Dalam monitoring dan evaluasi, saran-saran bagi penyelenggara mengenai 

pelaksanaan kegiatan, termasuk masalah yang dihadapi dan potensi 

pengembangan di masa mendatang. 

Selain itu, metode pretest dan posttest digunakan untuk memfasilitasi 

evaluasi yang dapat diukur terhadap pemahaman para peserta. Post-test 

merupakan komponen penting dalam proses evaluasi, karena memberikan 

metrik kuantitatif untuk memastikan keberhasilan, kemandekan, atau 

kegagalan penyelenggara kegiatan. Hasil penilaian pre-test dan post-test 

peserta pelatihan legal opinion sebagai berikut: Skor per soal adalah 10, 

artinya rentang nilai peserta persoal uraian adalah 0 hingga 10, nilai 0 

karena peserta tidak menjawab pertanyaan, sementara nilai 10 diberikan 

kepada peserta yang mampu menguraikan jawaban secara komprehensif dan 

benar. Data tersebut kemudian dijumlah dan disimpulkan nilai rata-rata 

dari keseluruhan hasil pretest dan posttest peserta, seperti terlihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel.1. Nilai Rata-rata Hasil Pretest dan posttest peserta 

No Pokok Bahasan 
Nilai Rata-rata Peningkatan 

% Pre-Test Post Test 

1. Pengertian dan ruang lingkup legal opinion 80 90 10% 

2. Urgensi legal opinion bagi penegakkan 

hukum dan pembuatan kebijakan yang adil 

75 85 10% 

3. Peran Advokat dalam menyusun legal 

opinion 

70 80 10% 

4. Urgensi riset hukum dalam menyusun legal 

opinion  

75 90 15% 

5. Penalaran hukum dalam legal opinion  70 85 15% 

6. Komunikasi Hukum dalam legal opinion 70 85 15% 

7. Etika dan profesionalisme advokat dalam  

menyusun legal opinion 

70 80 10% 

8. Struktur dan format legal opinion 70 80 10% 

9. Strategi menyusun legal opinion yang 

berkualitas 

70 80 10% 

10. Analisis kasus dan penugasan penyusunan 

legal opinion 

75 80 5% 

Rata-rata peningkatan pemahaman 11% 

Sumber: data diolah berdasarkan nilai pretest dan post-test peserta 
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Berdasarkan data pada table 1 di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata 

posttest yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung perpokok bahasan/ 

materi sekolah integritas adalah 70-90, dengan rata-rata peningkatan 

pemahaman per materi sekolah integritas sekitar 10% - 10%, dan setelah 

dinilai total peningkatan keseluruhan materi sekolah integritas adalah 11%). 

 

4. Kendala yang Dihadapi 

Dalam pelaksanaan pelatihan penyusunan legal opinion ini tidak 

terdapat kendala yang spesifik, namun kendala umum berkaitan dengan 

keterlambatan kedatangan peserta yang menjadikan pelaksanaan pelatihan 

legal opinion mundur kurang lebih 1 jam. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Program pengabdian masyarakat ini merupakan upaya untuk 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan melakukan penyusunan legal 

opinion berbasis riset hukum. Hasil pengabdian ini telah meningkatkan 

pemahaman dan kemampuan dalam membuat legal opinion berdasarkan 

kasus-kasus yang diberikan oleh tim pengabdi. Secara kuantitatif, 

peningkatan pemahaman peserta sebesar 11% yang dikur dari jumlah nilai 

pretest dan posttest. Dalam konteks kualitatif peningkatan pemahaman 

peserta mengenai teori-teori yang berkaitan dengan legal opinion, seperti: 

dasar-dasar legal opinion; peran advokat dalam legal opinion; riset hukum 

dalam legal opinion; penalaran hukum dalam legal opinion; komunikasi 

hukum dan legal opinion; etika dan profesionalisme advokat dalam 

menyusun legal opinion. Selain itu memiliki kemampuan dalam membuat 

struktur dan format legal opinion dan legal audit yang berkualitas, dan 

mampu menyusun legal opinion berdasarkan kasus-kasus hukum publik dan 

privat secara baik. Saran kedepan, peningkatan kemampuan ini terus diasah 

dengan program kegiatan lanjutan, yaitu menyusun legal opinion dan legal 

audit dalam kasus-kasus hukum bisnis.  

 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Pelaksanaan pelatihan penyusunan legal opinion bagi advokat muda dalam 

program pengabdian ini telah berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Rektor UMY dan Ketua Lembaga Riset dan Inovasi atas 

dukungan anggaran yang telah diberikan dalam memfasilitasi program 
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